
SALINAN 

BUPATI TANAH DATAR 
PROVINSI SUMATERA BARAT 

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR 
NOMOR 58 TAHUN 2018 

TENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
TAHUN 2019-2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH DATAR, 

Menimbang a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2013 tentang 

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2014-2018 sudah tidak sesuai 
dengan perkembangan keadaan; 

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 

81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 
Birokrasi 2010-2025 perlu menetapkan Peraturan Bupati 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2019-2023; 

c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a 

dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tanah 

tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah 

Kabupaten Tanah Datar Tahun 2019-2023; 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam 

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 

Nomor 25); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang 



4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

12. Peraturan 



12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi 
Birokrasi Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah 
Daerah, 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan 
Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah; 

14. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 
Pemerintah Daerah; 

15. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road 
Map Reformasi Birokrasi 2015-2019; 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 
Datar Tahun 2016 Nomor 9); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR 
TAHUN 2019-2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar. 

4. Grand Design Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah 
kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 

2010-2025. 

5. Road Map Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasionalisasi Grand Design 

reformasi birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali 

dan merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke 
tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang 

jelas. 
BAB 11 .1.V 



BAB II 
KEDUDUKAN 

Pasal 2 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2019-2023 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan reformasi birokrasi dilingkungan 
Pemerintah Daerah. 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berkedudukan dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan dan acuan 
pelaksanaan reformasi birokrasi bagi Perangkat Daerah dilingkungan 
Pemerintah Daerah. 

BAB III 
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 

Pasal 3 

(1) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 disusun dengan 

sistematika sebagai berikut: 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BAB V 

PENDAHULUAN 

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH 

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 

PENUTUP 

(2) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2019-2023 sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

(1) Capaian pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi dilakukan 

pengendalian dan evaluasi. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati. 

(3) Tim dalam melakukan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilaksanakan setiap tahun dengan menggunakan hasil 

evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Nasional. 

BAB V .eO 



BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 40 
Tahun 2013 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten 
Tanah Datar Tahun 2014-2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 
2013 Nomor 30 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah 

Datar. 

Ditetapkan di Batusangkar 
pada tanggal 28 Desember 2018 

BUPATI TANAH DATAR, 

ttd. 

IRDINANSYAH TARMIZI 

Diundangkan di Batusangkar 
pada tanggal 28 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TANAH DATAR, 

ttd. 

HARDIMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2018 NOMOR 58 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA. KAB TANAH DATAR, 'N) 

JAS NALDI, SH, S.Sos 
NIP.19671130 199202 1 002 


